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ABSTRAK

Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan proses
pengenaan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memiliki
peran signifikan dalam mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang nantinya
digunakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan infrastruktur daerah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pemungutan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Pada Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode kualitatif dengan
teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan
dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik menurut Charles O. Jones
(1996). Setelah penelitian dilakukan, Secara keseluruhan, pelaksanaan pemungutan
BPHTB di Bapenda Kota Palembang telah berjalan cukup efektif dilihat dari sumber daya
manusia yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, serta sistem pengawasan
yang berjalan baik. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan fasilitas
arsip dan kendaraan operasional, kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap prosedur,
serta disiplin pegawai yang perlu ditingkatkan. Meskipun demikian, efektivitas layanan
tetap terjaga dengan prosedur yang jelas, responsivitas petugas, dan dukungan fasilitas
yang memadai.
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ABSTRACT

Land and Building Acquisition Fee (BPHTB) is a process of imposing land and/or building
acquisition rights, which is regulated in Law Number 28 of 2009 concerning Regional
Taxes and Regional Retributions which has a significant role in driving Regional Original
Income (PAD), which will later be used to improve the quality of public services and
regional infrastructure. This study aims to determine how the Implementation of Land and
Building Acquisition Fee (BPHTB) is carried out at the Palembang City Regional Revenue
Agency. The research method used is a qualitative method with data collection techniques
in the form of interviews, documentation, and field observations using the Public Policy
Implementation theory according to Charles O. Jones (1996). After the research was
conducted, Overall, the implementation of BPHTB collection at the Palembang City
Bapenda has been running quite effectively in terms of competent human resources,
adequate facilities and infrastructure, and a well-running supervision system. However,
there are still several obstacles such as limited archive facilities and operational vehicles,
lack of taxpayer understanding of procedures, and employee discipline that needs to be
improved. Nevertheless, service effectiveness is maintained with clear procedures,
responsiveness of officers, and adequate facility support.

Keywords: Collection, BPHTB, Implementation of Public Policy
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki tantangan besar dalam
meningkatkan pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan daerah yang
berkelanjutan. Salah satu cara yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan
pendapatan daerah adalah dengan memberlakukan pajak daerah, salah satunya adalah
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai pajak yang dipungut
dari setiap peralihan hak kepemilikan tanah dan bangunan. BPHTB yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
memiliki peran signifikan dalam mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang
nantinya digunakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan infrastruktur

daerah (Kementerian Keuangan RI, 2009).

Kota Palembang sebagai salah satu kota besar di Indonesia turut menerapkan
BPHTB guna mendukung pembangunan daerahnya. Di bawah pengelolaan Badan
Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang, implementasi BPHTB dilakukan
sebagai upaya untuk meningkatkan PAD secara berkelanjutan. Seiring dengan
pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan di Palembang, perolehan
BPHTB berpotensi menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi daerah,
terutama dari sektor perumahan dan property (Bapenda Kota Palembang, 2023). Hal
ini juga sejalan dengan visi pemerintah daerah yang berfokus pada peningkatan

pelayanan publik dan infrastruktur kota.



Pajak daerah diakui sebagai sumber pendapatan daerah yang amat berpotensi
mengoptimalkan pendapatan daerah, mengingat karakteristiknya yang relatif stabil.
Selain itu, pajak daerah mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat dalam dalam
mendukung pembiayaan pelaksanaan pemerintahan daerah. Upaya dan strategi guna
meningkatkan kapasitas pendanaan pemerintah daerah dalam pembangunan adalah
melalui optimalisasi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) pada tiap daerah, yang teridentifikasi sebagai sumber pendapatan pajak

daerah dengan potensi signifikan di Kota Palembang.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) memegang peranan
penting dalam mengatur proses peralihan hak atas tanah dan bangunan di Indonesia.
Pajak ini dikenakan kepada setiap individu atau badan yang memperoleh hak atas tanah
dan/atau bangunan, seperti pembeli, penerima hibah, ahli waris, pemenang lelang,
serta pihak yang memperoleh hak baru atas tanah dari pemerintah. BPHTB berfungsi
sebagai instrumen fiskal yang mendukung legalitas proses peralihan hak tersebut.
Berikut ini merupakan Target dan Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) Kota Palembang Tahun 2019 — 2023.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) Kota Palembang Tahun 2019-2023

Tahun Target Penerimaan Realisasi Penerimaan
BPHTB (Rp) BPHTB (Rp)
2019 90.000.000.000 92.405.857.197
2020 122.000.000.000 146.996.045.395
2021 156.000.000.000 138.497.131.442
2022 378.040.000.000 126.917.165.831
2023 482.100.000.000 205.265.349.382

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang

Berdasarkan tabel diatas, target penerimaan BPHTB yang ditetapkan oleh

pemerintah daerah setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, namun realisasi



BPHTB menghadapi ketidakstabilan. Tren realisasi penerimaan BPHTB menunjukkan
pencapaian puncak pada tahun 2023 dengan nilai Rp. 205.265.349.382,-. Sebaliknya,
tahun 2019 mencatat realisasi terendah selama lima tahun terakhir, yaitu sebesar Rp.
92.405.857.197,-. Implikasi dari target penerimaan yang lebih rendah pada tahun 2019
menjadi faktor penentu dari realisasi penerimaan yang rendah tersebut dibandingkan

dengan tahun-tahun berikutnya.

Pemungutan BPHTB dilndonesia menganut sistem self assessment.
Pemungutan BPHTB dengan self assessment menjadikan Wajib Pajak diberi
wewenang, kepercayaan dan tanggungjawab untuk menghitung, membayar, serta
melaporkan sendiri pajak BPHTB yang harus dibayar. Hal tersebut menjadi beban
tersendiri bagi Wajib Pajak. Pengurusan BPHTB oleh PPAT dilakukan secara manual
dengan mendatangi kantor Bapenda guna mengurus Surat Setoran Pajak Daerah
(SSPD) BPHTB. Selain itu PPAT dalam mengurus SSPD BPHTB harus mendatangi
kantor Bapenda beberapa kali dengan biaya yang dibebankan kepada wajib pajak
sebesar Rp. 40.000,00 per berkas dengan asumsi lima kali datang ke Bapenda.
Pemungutan BPHTB dibayarkan kepada bendahara penerima yang kemudian
disetorkan ke Bank yang telah ditunjuk. Rekapitulasi penerimaan pembayaran
dilakukan secara manual sehingga dapat menimbulkan tidak adanya transparansi dan
adanya kebocoran atau ketidaksesuaian dengan biaya pajak yang ditentukan

sebelumnya.

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar BPHTB juga
menjadi kendala utama dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah. Dalam hal ini,
Dinas Badan Pendapatan Daerah perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan

merata untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Masyarakat. Oleh karena itu,



penting untuk mengevaluasi bagaimana proses pemungutan BPHTB diterapkan di
Bapenda Kota Palembang dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

Tabel 1. 2 Sosialisasi dan Kesadaran Masyarakat Terhadap BPHTB (2019-2024)

Tahun | Jumlah Wajib Wajib Pajak | Wajib Persentase
Kegiatan Pajak yang Pajak yang Kepatuhan
Sosialisasi | Terdaftar | Mengetahui Membayar | (%)

(Orang) Prosedur (Orang)
(%)
2019 12 14.000 58% 8.000 57%
2020 10 16.000 55% 8.800 55%
2021 18 12.000 62% 7.200 60%
2022 15 10.000 60% 6.500 65%
2023 18 9.500 65% 6.300 66%
2024 20 8.000 70% 6.000 75%

Sumber : Data Diolah Penulis

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa jumlah Kkegiatan sosialisasi
meningkat secara bertahap, dari 12 kegiatan pada 2019 menjadi 20 kegiatan pada 2024.
Namun, jumlah wajib pajak terdaftar justru mengalami penurunan dari 14.000 orang
pada 2019 menjadi 8.000 orang pada 2024. Meskipun jumlah wajib pajak terdaftar
menurun, persentase wajib pajak yang mengetahui prosedur pembayaran BPHTB
mengalami peningkatan, dari 58% pada 2019 menjadi 70% pada 2024. Hal ini
menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan semakin efektif dalam meningkatkan

pemahaman masyarakat mengenai prosedur pembayaran pajak.

Selain itu, jumlah wajib pajak yang membayar mengalami tren penurunan, dari
8.000 orang pada 2019 menjadi 6.000 orang pada 2024. Namun, persentase kepatuhan
justru meningkat dari 57% menjadi 75% dalam periode yang sama. Kenaikan
persentase kepatuhan ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah wajib pajak yang

terdaftar berkurang, kesadaran dan kepatuhan mereka dalam membayar pajak



meningkat. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh efektivitas sosialisasi yang
semakin baik, sehingga meskipun jumlah wajib pajak berkurang, tingkat kepatuhan

mereka dalam membayar BPHTB semakin tinggi.

Optimalisasi pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) menjadi salah satu strategi utama yang diterapkan oleh Badan Pendapatan
Daerah Kota Palembang. Meskipun realisasi penerimaan BPHTB mengalami
fluktuasi, berbagai upaya seperti peningkatan sosialisasi, penyederhanaan prosedur
administrasi, serta penerapan sistem yang lebih transparan diharapkan dapat
meningkatkan efektivitas pemungutan pajak ini. Dengan adanya strategi yang tepat dan
kesadaran masyarakat yang terus ditingkatkan, BPHTB dapat memberikan kontribusi
yang lebih besar terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan. Berdasarkan hal
tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai
“Implementasi Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditemukan diatas, maka yang
menjadi rumusan masalah adalah bagaimana Implementasi Pemungutan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pada Badan Pendapatan Daerah

Kota Palembang?

1.3 Tujuan dan Manfaat
1.3.1  Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan diatas, maka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pemungutan Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang.



1.3.2

Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan
ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik, dengan
menambah pemahaman mengenai implementasi kebijakan pajak daerah
seperti BPHTB. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
landasan teoritis bagi kajian-kajian akademis lainnya yang membahas

tentang strategi pengelolaan pendapatan daerah.

. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Badan
Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang dalam meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemungutan BPHTB. Selain itu,
penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemerintah
daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD)
melalui evaluasi dan pengembangan kebijakan serta prosedur yang ada,
sehingga dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenubhi

kewajiban perpajakannya.
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